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KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM 
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Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. mekanisme konsinyasi ganti rugi atas 
tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek Rel Kereta Api Bandara Adi 
Sumarmo - Stasiun Solo Balapan dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul 
dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan 
Proyek Rel Kereta Api Bandara Adi Sumarmo - Stasiun Solo Balapan. Metode 
pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber 
data terdiri dari data primer yaitu data dari lokasi penelitian dan data sekunder 
yaitu sumber bacaan. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan 
wawancara. Data kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan 
oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum melalui proses 
ganti rugi untuk melakukan pelepasan tanah kepada pihak Pemerintah. Apabila 
ada pemilik tanah yang tidak menyetujui proses ganti rugi maka mereka dapat 
mengajukan permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jika 
permohonan keberatan ini ditolak, pemilik tanah dapat mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung. Namun apabila mereka menolak tetapi tidak mengajukan 
permohonan keberatan sampai jangka waktu yang ditentukan telah berakhir maka 
uang ganti kerugian tersebut akan dititipkan ke Pengadilan. 
 
Kata kunci: konsinyasi, ganti rugi, pengadaan tanah 
 
Abstract 
This study aims to determine. land compensation consignment mechanism used 
for the construction of the Adi Sumarmo Airport Railroad Project - Solo Balapan 
Station and any obstacles that arise in the land compensation mechanism used for 
the construction of the Adi Sumarmo Airport Railroad Project - Solo Balapan 
Station . The method of approach using normative legal research is descriptive. 
The data source consists of primary data, namely data from the research location 
and secondary data, namely reading sources. Data collection methods through 
literature study and interviews. Data were then analyzed through qualitative 
analysis. The results showed that the acquisition of land for public purposes 
carried out by the Government in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning 
Land Procurement for Development for Public Interest through a compensation 
process for releasing land to the Government. If there are landowners who do not 
approve the compensation process then they can submit an appeal to the Chair of 
the District Court. If the appeal is rejected, the land owner can submit an appeal to 
the Supreme Court. However, if they refuse but do not file an objection until the 
determined period has ended, the compensation money will be deposited with the 
court. 
 





Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan 
masyarakat diantaranya sebagai prasarana dibidang perindustrian, perumahan dan 
jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai 
tabungan dimasa depan. Selain itu, tanah merupakan sebagai tempat pemukiman 
dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi 
manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, tanah juga 
dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi manusia.
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Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah didasari oleh 
Undang-Undang No 5 Tahun 1960: “untuk kepentingan umum, termasuk 
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak 
atas tanah yang dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan 
menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”
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Pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum menuntut akan 
pengadaan tanah secara cepat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk 
Undang-Undang No 2 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum menjadi payung 
hukum bagi pemerintah untuk mempermudah penyediaan tanah. Melalui 
kebijakan tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah 
milik masyarakat yang diperlukan untuk kepentingan umum. 
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan dilakukan dengan 
mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, 
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan 
keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan latar-
belakang prinsip tersebut pemerintah melaksanakannya dengan cara pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah. Cara ini dilakukan dengan cara jual-beli, tukar 
menukar, atau cara lain yang disepakati antara pemerintah atau instansi yang 
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memerlukan tanah dan pemilik tanah yang akan melepaskan atau menyerahkan 
tanahnya. 
Aartje Tehupeiory menyatakan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatan dalam hal menyediakan 
tanah untuk kepentingan masyarakat/umum bagi pelaksanaan proyek 
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang memerlukan 
tanah. Pengertian ini juga mencakup unsur kepentingan umum, mekanisme 
musyawarah, dan ganti rugi kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari 
fungsi sosial hak atas tanah. Secara normatif kegiatan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum berhubungan dengan kegiatan untuk 
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang 
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah, dimana kegiatan ini harus ditempatkan secara seimbang, 
yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.
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Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di 
dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan 
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa 
tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara 
yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik 




Pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum menuntut 
adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang 
mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi 
Kepentingan Umum menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal 
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mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui kebijakan 
tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tanah milik 
masyarakat yang secara kebetulan diperlukan bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
Menurut Pasal 19 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 
Pemerintah wajib melakukan konsultasi publik (musyawarah) dengan melibatkan 
pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan 
kesepakatan. Mekanisme konsultasi publik tidak selalu menjadi jalan keluar 
dalam penentuan ganti kerugian atas tanah milik masyarakat. Dalam hal ini, para 
pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang 
kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung apabila tidak tercapai 
kesepakatan di Pengadilan Negeri. Setelah adanya putusan dari Mahkamah 
Agung, panitia pengadaan tanah dapat menitipkan ganti rugi ke Pengadilan 
setempat apabila masih terdapat pihak yang keberatan atas putusan tersebut. 
Salah satu kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum yaitu pengadaan tanah untuk proyek Rel Kereta Api Bandara 
Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KP 406 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017. Dari proyek 
inilah, penulis mengambil studi tentang konsinyasi karena terdapat banyak tempat 
tinggal yang sudah bertahun-tahun ditempati oleh masyarakat. Dengan adanya 
pembebasan tanah untuk proyek ini tentu membuat resah para pemilik lahan. 
Sebagai warga negara yang baik mereka tentu harus merelakan tanah mereka 
digunakan untuk proyek pembangunan, namun sebagai manusia biasa tentu 
mereka juga membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung. Maka dari itu 
seluruh warga yang memiliki hak atas tanah pasti akan berusaha untuk 
mempertahankan hak miliknya. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah 
yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-
Stasiun Solo Balapan dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 
mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel 
kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan. 
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2. METODE  
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan 
pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya 
dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada 
perpustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif yaitu berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. 
Sumber data terdiri dari data primer didapat dari lokasi penelitian dan sumber data 
sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode 
pengumpulan melalui studi kepustakaan dan wawancara yaitu cara untuk 
memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden 
yang dipandang memahami obyek yang sedang diteliti. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu pengelompokan data primer dan data 
sekunder sesuai dengan jenis datanya kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu 
cara penelitian yang menghasilkan deskriptif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi atas Tanah Pembangunan Proyek Rel 
Kereta Api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan 
Pembangunan Proyek Rel Kereta Bandara dilakukan berdasarkan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/80 tahun 2017 tentang Persetujuan 
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Jalur Kereta Api Akses 
Bandara Adi Soemarmo Lintas Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo di 
Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta dan proyek Rel Kereta Bandara ini 
dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Proses pengadaan tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang 
dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam 
pembangunan Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo, Panitia Pengadaan Tanah 
terdiri dari 12 orang. Selain Panitia Pengadaan Tanah, pemerintah membentuk 
pula Sekretariat yang terdiri dari 4 orang untuk membantu Panitia Pengadaan 
Tanah dalam melakukan tugasnya.  
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Menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surakarta Nomor 
1832/KEP.33.72/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, pembentukan Panitia Pengadaan 
Tanah dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas sebagai berikut: (1) 
Menyiapkan pelaksanaan, (2) Inventarisasi dan identifikasi, (3) Mengumumkan 
hasil penelitian dan inventarisasi bidang tanah dan status tanah, (4) Menetapkan 
penilai, (5) Melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, (6) 
Memberikan ganti kerugian, (7) Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah, (8) 
Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek 
pengadaan tanah, (9) Mendokumentasian peta bidang daftar nominatif dan data 
administrasi pengadaan tanah, dan (10) Menyerahkan hasil pengadaan tanah. 
Dalam pelaksanaan inventarisasi, Panitia Pengadaan Tanah memberi tugas 
kepada petugas inventarisasi dari Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap 
bidang tersebut. Penilaian harga tanah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dengan menunjuk salah satu Jasa Penilai Publik yakni dari Kantor Jasa Penilai 
Publik Sih Wiryadi dan Rekan yang beralamat di Wisma Penilai, Lantai 1-5, Jalan 
Ki Mangun Sarkoro Nomor 55 Solo.
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Pemberian ganti rugi ini penetapannya merujuk pada Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 dimana petugas inventarisasi harus menetapkan nilai ganti 
kerugian secara layak. Dari data yang penulis terima, di Kelurahan Kadipiro 
sendiri harga yang diberikan untuk mengganti tanah milik warga jauh diatas harga 
NJOP. Berdasarkan NJOP, harga tanah per meter nya adalah Rp 520.388,00 
sedangkan harga yang ditentukan oleh petugas inventarisasi harga terendah nya 
adalah Rp 2.750.000,00 per meter dan harga tertinggi per meter adalah Rp 
2.767.000,00. 
Penilaian ganti kerugian dalam proyek pembangunan rel kereta Bandara 
Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan berpedoman pada Pasal 33 sampai dengan 
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 yang memuat penilaian ganti 
kerugian yang dilakukan oleh Lembaga Pertanahan menetapkan nilai sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian besarnya nilai ganti 
rugi oleh panitia proyek pembangunan rel kereta api Bandara Adi Soemarmo-
Stasiun Solo Balapan dilakukan bidang perbidang tanah antara lain: tanah, ruang 
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atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan 
tanah serta kerugian lain yang dapat dinilai. Pemberian ganti kerugian bisa dalam 
bentuk antara lain: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan 
saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal proyek 
pembangunan rel kereta api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan adalah 
bentuk ganti kerugian berbentuk uang, yang mana besaran ganti kerugian 
berdasarkan penilaian panitia dan musyawarah dengan pihak yang terkait. 
Sebelum proses musyawarah dilakukan, akan ada proses penyuluhan 
kepada para pemegang hak atas tanah oleh pihak Pemerintah. Saat penyuluhan 
inilah akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian ganti 
rugi seperti: (1) Jika jaman dahulu nilai tanah didasarkan dengan memperhatikan 
NJOP tahun terakhir, maka sekarang nilai tanah didasarkan dengan 
memperhatikan harga pasar tanah tersebut; (2) Ada beberapa faktor yang akan 
mempengaruhi harga tanah yakni lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukkan 
tanah (apakah untuk usaha atau bukan), kesesuaian penggunaan tanah dengan 
rencana tata ruang wilayah atau kota yang ada, status tanah tersebut merupakan 
tanah warisan atau bukan dan faktor lain yang mempengaruhi harga tanah; (3) 
Nilai ganti kerugian juga memperhatikan faktor materiil seperti ganti kerugian 
karena kehilangan pekerjaan, ganti kerugian biaya pindah jika terdapat rumah, 




Di kota Surakarta sendiri, yang terdampak dari proyek pembangunan rel 
Kereta Api Bandara Adi Soemarmo ini adalah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan 
Banjarsari. Di Kelurahan Kadipiro, musyawarah dilakukan pada hari Senin 18 
Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut
7
: 
1) Pihak Yang Setuju. Bentuk Ganti Kerugian, yaitu (a) Uang sebanyak 59 orang 
(59 bidang), nama dan besarnya ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar 
terlampir; (b) Tanah Pengganti sebanyak ----- orang, nama dan besarnya ganti 
kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir; (c) Pemukiman kembali 
sebanyak ---- orang, nama dan besarnya ganti kerugian seperti tersebut dalam 
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daftar terlampir; (d) Kepemilikan saham sebanyak ---- orang, nama dan 
besarnya ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir; (e) Bentuk 
lain berupa ----, nama dan besarnya ganti kerugian seperti tersebut dalam 
daftar terlampir 
2) Pihak Yang Tidak Setuju. Bentuk ganti kerugian, berupa (a) Uang sebanyak 
30 orang (30 bidang), nama dan besarnya ganti kerugian seperti tersebut 
dalam daftar terlampir; (b) Tanah Pengganti sebanyak ----- orang, nama dan 
besarnya ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir; (c) 
Pemukiman kembali sebanyak ---- orang, nama dan besarnya ganti kerugian 
seperti tersebut dalam daftar terlampir; (d) Kepemilikan saham sebanyak ---- 
orang, nama dan besarnya ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar 
terlampir; (e) Bentuk lain berupa ----, nama dan besarnya ganti kerugian 
seperti tersebut dalam daftar terlampir. 
Panitia Pengadaan Tanah akan memberikan pengertian lebih dalam kepada 
masyarakat bahwa sejatinya semua tanah memiliki fungsi sosial. Dimana terdapat 
beberapa konsekuensi dari adanya fungsi sosial ini, salah satunya para pemilik 
tanah harus merelakan tanah mereka demi kepentingan umum.
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Apabila musyawarah ulang yang dilakukan tetap tidak membuahkan hasil 
maka para pemilik tanah akan diberi waktu selama 14 hari untuk membuat 
permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, alur permohonan 
keberatan atas ganti rugi di Pengadilan adalah: (1) Pemohon dalam hal ini pemilik 
tanah mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan 
alasan keberatan; (2) Pemohon akan mendapatkan nomor register perkara 
keberatan; (3) Pihak Pengadilan Negeri akan membuat jadwal sidang; (4) Sidang 
akan digelar sampai mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (jangka 
waktu sidang adalah 30 hari); dan (5) Apabila Pemohon kalah maka dapat 
melakukan kasasi di Mahkamah Agung (kasasi langsung di Mahkamah Agung 
bukan di Pengadilan Tinggi)
 9
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Apabila jangka waktu yang ditentukan sudah berakhir, dan pemilik tanah 
tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri serta mau menerima uang ganti 
kerugian sesuai yang telah ditetapkan maka uang ganti rugi akan diberikan kepada 
pemilik tanah dan akan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi. Namun, 
apabila pemilik tanah tetap menolak atau tidak mau menerima uang ganti rugi 
maka Panitia Pengadaan Tanah akan menitipkan uang tersebut ke Pengadilan 
Negeri Surakarta. Kemudian Panitia Pengadaan Tanah akan membuat Berita 
Acara Hasil Pelaksanaan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 
Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia 
Pengadaan Tanah, TPT dan para pemilik tanah.
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Dari 14 orang yang menolak ganti kerugian, setelah dilakukannya 
pendekatan kepada para pemilik tanah sampai jangka waktu musyawarah berakhir 
terdapat 5 pemilik tanah yang menolak pemberian ganti rugi. Dari 5 pemilik tanah 
yang menolak ini tidak semua menolak akibat ketidaksepakatan dengan penentuan 
besaran ganti rugi. Hanya pemilik tanah atas nama Aris Sugiarto dan Dewi 
Lelyana yang menolak ganti rugi akibat tidak sepakat mengenai besaran ganti 
rugi. Sedangkan 2 yang lain tidak setuju akibat tanah tersebut masih terdapat 




Dengan adanya penolakan ini, maka Dinas Perhubungan membuat 
Permohonan Consignatie ke Pengadilan Negeri Surakarta. Isi permohonan 
tersebut adalah memohon kepada Pengadilan agar melakukan penawaran uang 
atas tanah yang dikonsinyasikan. Setelah permohonan diajukan, Ketua Pengadilan 
akan membuat penetapan untuk: (1) Memerintahkan jurusita/jurusita Pengganti 
Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh 2 orang saksi melakukan penawaran 
pembayaran uang agntir kerugian dari pemohon terhadap Termohon di tempat 
atau tempat tinggal Termohon; dan (2) Memerintahkan jurusita/jurusita pengganti 
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Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan jurusita, maka jurusita 
melakukan penawaran kepada para pemilik tanah pemilik tanah mulai hari Rabu 
17 Oktober 2018 dengan dihadiri 2 oang saksi. Penawaran pembayaran uang ganti 
kerugian ini dilakukan di tempat tinggal pemilik tanah dan bertemu serta 
berbicara dengan pemilik tanah sendiri. Pihak jurusita juga memperingatkan pula 
segala akibat dari penolakan pembayaran tersebut namun pihak pemilik tanah 
belum mau menerima pembayaran gant rugi dan tidak mau menandatangani berita 
acara penawaran uang ganti kerugian.
13
Apabila pemilik tanah tetap menolak 
penawaran dari jurusita maka uang ganti rugi tersebut akan disimpan oleh 
Pengadilan hingga pemilik tanah bersedia menerima besarnya ganti rugi dan 
mengambil uang tersebut ke Pengadilan.
14
 
Proses konsinyasi ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pemerintah 
kepada pihak yang berhak atas pengadaan tanah dalam proyek pembangunan rel 
kereta api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan berlandaskan Pasal 
ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang 
mengatur mengenai musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti 
kerugian. 
3.2 Hambatan yang Timbul dalam Proses Ganti Rugi Atas Tanah 
Pembangunan Proyek Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun 
Solo Balapan 
Ada 2 (dua) kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengadaan tanah: 
faktor psikologis masyarakat dan faktor dana. Kendala yang merupakan faktor 
psikologis masyarakat adalah: (1) Masih ditemui sebagian pemilik/yang 
menguasai tanah beranggapan Pemerintah tempat bermanja-manja meminta ganti-
rugi, karenanya meminta ganti-rugi yang tinggi, tidak memperdulikan tetangga 
yang bersedia menerima ganti-rugi yang dimusyawarahkan, (2) Masih ditemui 
pemilik yang menguasai tanah beranggapan pemilikan tanahnya adalah mulia dan 
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sakral, sehingga sangat enggan melepaskannya walau dengan ganti-rugi, 
karenanya mereka bertahan meminta ganti-rugi yang sangat tinggi, dan (3) 
Kurangnya kesadaran pemilik/yang menguasai tanah tentang pantasnya 
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di Kelurahan Kadipiro sendiri 
terdapat 30 orang yang tidak menyetujui besarnya uang ganti kerugian yang 
kemudian berkurang menjadi 14 orang yang akhirnya menolak uang ganti 
kerugian. 
Dalam proses ganti rugi, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa 
para pemilik tanah tidak sepakat dengan pemerintah seperti
15
: 
1) Perbedaan Harga. Pemerintah dalam melakukan penaksiran tanah 
menyerahkan semuanya pada jasa penilai publik. Tim Jasa Penilai Publik ini 
jelas menaksir tanah dengan memeprhatikan aspek-aspek yang tercantum 
dalam peraturan. Tidak mungkin pemerintah melakukan penaksiran secara 
asal-asalan. Disini, para pemilik tanah merasa bahwa harga yang ditawarkan 
terlalu rendah sehingga mereka tidak menyutujui harga yang ditawarkan 
terhadap tanah mereka. 
2) Adanya Provokasi. Provokasi dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. 
Namun biasanya, provokasi dilakukan oleh orang terdekat atau tetangga 
sekitar pemilik tanah. Mereka memprovokasi pemilik tanah agar menolak 
tawaran harga dari pemerintah dan menyarankan pada pemilik tanah agar 
meminta ganti rugi dengan nominal setinggi-tingginya. 
3) Tanah Bermasalah. Tanah bermasalah disini dapat diartikan dalam beberapa 
hal. Misalnya, tanah tersebut memiliki 2 sertifikat atau terdapat sengketa yang 
belum selesai atas tanah itu. Jelas apabila tanah tersebut bermasalah maka 
menimbulkan masalah baru dalam proses pengadaan tanah yang akan 
berimbas pula pada penawaran ganti rugi.
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1) Masyarakat tidak mengetahui mengenai pengajuan permohonan keberatan ke 
Pengadilan.  Tidak semua para pemilik tanah berasal dari kalangan terpelajar, 
banyak dari mereka yang berasal dari kalangan bawah. Mereka menganggap 
bahwa mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan adalah hal yang 
rumit dan memerlukan proses yang panjang. Mereka beranggapan bahwa 
berperkara di Pengadilan adalah sesuatu yang menakutkan dan menghabiskan 
banyak waktu, uang serta tenaga. 
2) Nilai Historis. Para pemilik tanah ini tentu sudah lama tinggal di tempat 
tersebut, bahkan mungkin selama hidupnya ia tinggal di tempat tersebut. 
Tentu mereka sudah terlalu nyaman tinggal di tempat itu dan berpendapat 
bahwa tempat tersebut memiliki nilai historis yang tinggi. Mereka pasti akan 
merasa keberatan apabila harus pindah ke tempat lain yang terasa asing. 
Semua hambatan ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan antara kedua 
belah pihak. Lalu, apa penyebab ketidaksepakatan tersebut dan bagaimana cara 
menyelesaikannya? 
Pertama, Penyebab Ketidaksepakatan. Ada 2 faktor yang menjadi kendala 
dalam proses pengadaan tanah yakni faktor psikologis masyarakat dan faktor 
dana. Yang termasuk dalam faktor psikologis masyarakat adalah: (a) Masih 
adanya beberapa pemilik tanah yang meminta ganti kerugian dengan harga sangat 
tinggi; (b) Masih adanya pemilik tanah yang memiliki anggapan bahwa tanahnya 
mulia dan sakral sehingga mereka tidak mau melepas tanah tersebut; (c) 
Kurangnya kesadaran pemilik tanah akan lebih utamanya kepentingan umum 
dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Sedangkan, kendala yang termasuk 
dalam faktor dana ialah keterbatasan dana yang disiapkan oleh Pemerintah 
sehingga Panitia Pengadaan Tanah harus mengatur anggaran yang keluar dengan 
sangat cermat dan teliti.
17
 
Menurut penulis, dalam proyek pembangunan Rel Kereta Api Bandara Adi 
Soemarmo-Stasiun Solo Balapan ini masalah ganti kerugian yang menjadi 
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hambatan dalam proses pengadaan tanah ini disebabkan oleh kedua faktor diatas. 
Di satu sisi, pemilik tanah menginginkan ganti rugi dengan nilai setinggi-
tingginya namun disisi lain Panitia Pengadaan Tanah hanya dapat memberikan 
ganti kerugian sesuai dengan nilai taksir yang ditentukan Tim Penaksir Tanah. 
Nilai taksir ini tentu sudah masuk ke rencana anggaran dan dana tidak mungkin 
ditambah lagi. Akan memakan proses yang lebih lama apabila Panitia Pengadaan 
Tanah kekurangan dana, karena mereka harus membuat rencana anggaran baru 
yang akan dirapatkan dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) berikutnya. 
Dalam pelepasan tanah ataupun penyerahan hak atas tanah, kesepakatan 
ganti kerugian dan kesediaan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya 
merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak bisa dipisahkan.
18
 Jadi, 
ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian menyebabkan ketidaksempurnaan 
pelepasan hak atas tanah yang berarti perbuatan itu belum sah secara hukum. 
Begitu pentingnya peranan kesepakatan mengenai ganti kerugian dalam 
pelepasan hak atas tanah sehingga di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 jo 
Perpres Nomor 30 Tahun 2015 jo Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
dijelaskan rincian tahapan untuk mengupayakan penyelesaian ketidaksepakatan 
mengenai ganti kerugian. 
Kedua, Penyelesaian Ketidaksepakatan. Penyelesaian hambatan tersebut 
dilakukan dan adanya peran aktif dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah 
dengan melakukan pendekatanpendekatan kepada pemegang hak yang bersikeras 
tidak mau melepaskan hak atas tanahnya karean tidak setuju dengan besarnya 
ganti rugi dalam pembangunan rel kereta api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun 
Solo Balapan. 
Penyelesaian ketidaksepakatan dilakukan dalam 3 tahap yakni keputusan 
Panitia Pengadaan Tanah, keputusan Gubernur dan Usul Pencabutan Hak. 
Mengenai penyelesaian ketidaksepakatan ini diatur dalam Pasal 18 Perpres 
Nomor 30 Tahun 2015.  
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Ketentuan Tambahan Pasal 18 A pada Perpres No. 65 tahun 2006 
menyebutkan: Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di 
atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak, 
maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar 
menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Rugi 
oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 
Benda-Benda yang ada di Atasnya.  
Ketentuan di atas hanya memberi wewenang kepada Panitia Pengadaan 
Tanah (selanjutnya selalu disebut Panitia) membuat keputusan mengenai bentuk 
dan besarnya ganti-rugi manakala musyawarah telah diupayakan berulangkali 
namun tidak tercapai kesepakatan. Paling tidak musyawarah itu sudah 2 (dua) kali 
dilaksanakan. Pertama, dilaksanakan untuk semua pemegang hak atas tanah dan 
pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah; 
dan kedua, musyawarah yang khusus dilaksanakan hanya bagi pihak-pihak yang 
belum menyetujui ganti-rugi. 
Dalam Pasal 17 Perpres Nomor 36 Tahun 2015 dijelaskan bahwa 
pengajuan keberatan harus disertai dengan sebab dan alasan keberatan agar 
Gubernur dapat memahami pokok permasalahan dari keberatan tersebut dan 
mendapatkan informasi untuk menentukan keputusan dalam menyelesaikan 
keberatan pemilik tanah.  Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Gubernur 
sapat mengajukan usul pencabutan hak atas tanah apabila upaya yang dilakukan 
oleh Gubernur tidak dapat diterima oleh pemilik tanah. dalam Peraturan Kepala 
BPN Nomor 3 Tahun 2007 dijelaskan bahwa usul pencabutan hak atas tanah dapat 
dilakukan apabila: (a) Lokasi pembangunan tidak mungkin dipindahkan; dan (b) 









Pertama, pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh 
Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum melalui proses 
ganti rugi untuk melakukan pelepasan tanah kepada pihak Pemerintah. Apabila 
ada pemilik tanah yang tidak menyetujui proses ganti rugi maka mereka dapat 
mengajukan permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jika 
permohonan keberatan ini ditolak, pemilik tanah dapat mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung. Namun  apabila mereka menolak tetapi tidak mengajukan 
permohonan keberatan sampai jangka waktu yang ditentukan telah berakhir maka 
uang ganti kerugian tersebut akan dititipkan ke Pengadilan. 
Kedua, proses pemberian ganti rugi kepada masyarakat Kelurahan 
Kadipiro atas proyek pengadaan tanah pembangunan Rel Kereta Api Bandara Adi 
Soemarmo-Stasiun Solo Balapan menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam hal sosialisasi, musyawarah, maupun ganti 
rugi. Terbukti dengan lebih banyak nya pemilik tanah yang setuju dengan ganti 
kerugian atas tanah mereka dibanding dengan pemilik tanah yang tidak setuju atas 
ganti rugi yang diajukan oleh Pemerintah. 
Ketiga, pelaksanaan konsinyasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta dalam proyek pengadaan tanah pembangunan Rel Kereta Api Bandara 
Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan sudah sesuai dengan Pasal 24 Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 yang berisi tentang syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan untuk 
dilakukannya konsinyasi. 
4.2 Saran 
Pertama, Pemerintah Kota Surakarta dalam hal pembebasan tanah sudah cukup 
baik. Ganti kerugian didasarkan pada nilai pasar yang jelas lebih tinggi nilainya 
apabila dibandingkan dengan NJOP. Pemerintah bahkan juga mengganti nilai 
bangunan maupun tanaman. Namun, alangkah lebih baiknya bila Pemerintah juga 
memperhatikan nilai kemanusiaan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi. 
Nilai kemanusiaan diberikan agar lebih menghargai pemilik tanah.  
16 
 
Kedua, Selama proses pengadaan tanah, selain diberikannya sosialisasi 
dan kesempatan musyawarah alangkah lebih baiknya apabila Panitia Pengadaan 
Tanah melakukan pendampingan secara psikologis untuk mendampingi pemilik 
tanah. Karena pada saat pemilik tanah tidak mau mengambil uang di pengadilan 
sedangkan tanah mereka sudah diambil alih oleh Pemerintah maka otomatis 
mereka memerlukan pendampingan untuk mencari tempat lain untuk berlindung, 
atau apabila para pemilik tanah ingin mengambil uang di pengadilan namun 
mereka tidak mengetahui caranya maka dibutuhkan pendampingan agar pemilik 
tanah dapat mengambil uang mereka. 
Ketiga, Panitia Pengadaan Tanah serta aparat yang terkait diharapkan 
menindak lebih tegas pihak-pihak yang berusaha menghasut para pemilik tanah 
dalam proses pembangunan Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo 
Balapan. Sehingga para pemilik tanah tidak terhasut dan terpengaruh oleh pihak 
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